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Abstrak

Survey Peringkat e-Government Indonesia (PeGl),
menunjukan presentase dimensi Kelembagaan yang
mendukung pengembangan e-Government, realisasinya
sangat rendah. Indikator penilaian dalam dimensi ini
berkaitan erat dengan keberadaan, kedudukan serta
kewenangan Government Chief Information Officer
(GCIO) di dalam struktur Pemerintahan Indonesia.
Fakta ini menunjukan Indonesia perlu membenahi
kelembagaannya, menempatkan GCIO pada kedudukan
yang tepat dan kuat sehingga perannya mampu
mendukung pengembangan e-Government.

Permasalahan yang timbul dengan belum adanya
rancangan yang baku mengenai kedudukan GCIO
didalam struktur Pemerintahan Indonesia, menyebabkan
tiap  institusi pemerintah  menyusun  rancangan
kedudukan GCIO-nya masing-masing, berdasar kondisi
eksisting dan kebutuhan yang dipandang perlu oleh tiap
institusi itu sendiri, kondisi ini akan menghasilkan
rancangan kedudukan CIO yang beragam, berbeda-beda
untuk setiap instansi, sehingga peran strategis dan
koordinasi lintas sektoral GCIO sulit terwujud. Langkah
awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah
menyusun  standarisasi  kedudukan GCIO dalam
Pemerintahan Indonesia sehinga membentuk suatu
keragaman yang optimal mendukung peran strategis dan
operasional GCIO Indonesia.

Penelitian ini menggunakan motede Kualitatif dan FGD
untuk memodelkan kelembagan dan kedudukan GCIO
dalam struktur pemerintahan Indonesia. Dimulai dari
mengidentifikasi  peran umum GCIO Indonesia,
selanjutnya peran tersebut dituangkan kedalam model
opsi kedudukan GCIO yang ideal untuk menjalankan
peran tersebut.

Kata  kunci:Kedududkan  GCIO
Government, Peran GCIO Indonesia.

Indonesia,  e-

1. Pendahuluan

Berdasarkan Survey ASEAN indeks e-Government e-
Readines Indonesia dari tahun ketahun terus meningkat
[1], namun hasil Survey UN pada Tahun 2014
mengatakan  sebaliknya  peringkat e-Government

Indonesia turun menempati posisi rangking ke-106 [2],
[3], diperkuat oleh hasil Survey Univesitas Waseda
Indonesia menempati rangking e-Government ke-12 dari
19 negara dalam Regional Asia Pasifik [4]. Organitation
for Economic Co-operation and Development (OECD)
menyatakan Indonesia masih sibuk mematangkan
kesiapan e-Govermentnya disaat negara-negara lain yang
terikat perjanjian E-ASEAN telah melakukan lompatan
besar [1]. Indonesia masih terjebak dalam Fase Presence
atau pematangan kesiapan dalam Roadmap e-
Government Indonesia. Kemudian berdasar hasil Survey
Peringkat e-Govenrment Indonesia (PeGI) lima dimensi
yang di Asesmen dalam menentukan peringkat e-
Government Indonesia, yaitu : Kebijakan; Kelembagaan;
Infrastruktur; Aplikasi; dan Perencanaan. Presentase
untuk sebaran Provinsi rata-rata implementasinya
dibawah lima puluh persen, dimana dimensi
Kelembagaan realisasinya paling kecil [5]. Indikator-
indikator asesmen dalam dimensi kelembagaan sangat
berkaitan erat dengan keberadaan, kedudukan serta
kewenangan Governement Chief Information Officer
(GCIO) di dalam struktur pemerintahan [6]-[8]. Ini
mengindikasikan bahwa Indonesia perlu membenahi
kelembagaannya, menempatkan GCIO pada kedudukan
yang tepat dan kuat sehingga perannya mampu
mendukung pengembangan e-government.

Kemudian permasalahan yang timbul dengan belum
adanya rancangan yang baku mengenai kedudukan
GCIO didalam struktur Pemerintahan Indonesia,
menyebabkan tiap institusi Pemerintah menyusun
rancangan kedudukan GCIO-nya masing-masing,
berdasar kondisi eksisting dan kebutuhan yang
dipandang perlu oleh tiap institusi itu sendiri, kondisi ini
akan menghasilkan rancangan kedudukan CIO yang
beragam, berbeda-beda untuk setiap instansi, sehingga
peran strategis dan koordinasi lintas sektoral GCIO sulit
terwujud, dimana koordinasi lintas sektor merupakan
point penting dalam administrasi publik guna
mewujudkan kualitas pelayaanan yang lebih baik.
Langkah awalnya adalah standarisasi kedudukan GCIO
dalam pemerintahan Indonesia sehinga membentuk suatu
keragaman yang optimal mendukung peran strategis dan
operasionalnya [9], yang bermuara para Hirakis CIO
Nasional [4], seperti di amanatkan dalam Permen
Kominfo No.41 Tahun 2007 Tetang Panduan Umum
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Tata Kelola TIK Nasional. Untuk itu diperlukan
rancangan kedudukan GCIO di struktur Pemerintahan
Indonesia yang lebih menyeluruh, dan dapat
mengakomodir semua kepetingan dari instansi masing-
masing namun tetap merangkum kepentingan Nasional
sehingga dipastikan penggunaan TIK benar-benar
mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan demi
terlaksananya Good Governance [10], [11].

Penelitian ini menggunakan motede Kualitatif dan FGD
untuk memodelkan kelembagan dan kedudukan GCIO
dalam struktur pemerintahan Indonesia. Dimulai dari
mengidentifikasi peran yang ideal bagi GCIO Indonesia,
kemudian peran tersebut di tuangkan kedalam model
kedudukan GCIO yang ideal untuk menjalankan peran
tersebut di dalam struktur Pemerintahan Indonesia.

2. Pembahasan

Peran Umum GCIO Indonesia

Untuk menemukan peran umum GCIO Indonesia
dilakukan Studi Literatur yang kemudian di iris dengan
Studi Best Practices dari beberapa negara yang memiliki
rangking GCIO teratas menurut Survey Univestitas
Waseda pada 2014 ini, kemudian di iris kembali dengan
regulasi yang ada di Indonesia. Seperti yang di
ilustrasian Gambar 1.

Best Practise Role
Clo

Kondisi Indonesia :
Regulasi

Role CIO
Indonesia

Gambar 1 : Menentukan Peran GCIO

Dari Studi Literatur didapatkan Peran GCIO secara

teoritis :

1. Menyelaraskan  manajemen, strategi  bisnis,
reformasi birokrasi [12] dengan investasi TIK [13];

2. Memimpin penyediaan informasi [1], manajemen
[14], operasional rutin [15], efisiensi, dan
evaluasinya melalui pemanfaatan TIK;

3. Memastikan terlaksananya prinsip-prinsip
penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola [16];

4. Menyusun dan koordinator rencana strategis [17],

manajemen proyek TIK [18], dan standarisasi e-

Government [10], [14];

Memanajemen SDM TIK [10];

6. Juru bicara dan penghubung ke satuan kerja lainya
termasuk satuan kerja TIK [17];

7. Memunculkan  kemampuan-kemampuan  baru
melalui Tata Kelola TIK;

(9]
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8. Mendeliver pelayanan yang akurat, cepat, dan user
Sfriendly [19], [20].

Kemudian dengan kajian Studi Best Practices dilakukan
perbandingan peran GCIO dari sepuluh besar negara
yang mendapatkan rangking GCIO tertinggi dalam
Survey Internasional E-Government Rangking 2014
Universitas Waseda : Singapura, USA, Korea, Jepang,
Kanada, UK, Slandia Baru, Finlandia, Swedia, Thailand.
Sehingga didapatkan peran-peran kunci dari GCIO yang
secara praktisnya terbukti meningkatkan pengembangan
e-Government. Peran-peran kunci tersebut dijelaskan
pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Best Practices Role GCIO

Peran Negara

USA, Singapura, UK,
New Zaland, Thailand,
Swedia.

Leading perencanaan dan
inovasi TIK

Membangun, mengelola | USA, Jepang, Singapura,
arsitektur, infrastruktur, e- | Kanada, Thailand,

Governent Finlandia, Swedia.
Menyusun dan Singapura, Jepang,
implemetator policy dan | Korea, Thailand,

standarisasi. Finlandia, Swedia.

Layanan operasional,
profesional TIK dan
reporting

USA, Kanada, Jepang,
Singapura, UK, Korea,
New Zealand, Thailand.

USA, UK, Jepang,
Singapura, UK, Kanada,
New Zealand, Swedia.

Enabler, promotor,
integrator, implementator
dan transformator proses

bisnis

Koordinator Korea, Singapura,
Kanada, UK, New
Zealand, Finlandia,
Swedia.

USA, New Zealand,
Jepang, Singapura,
Kanada, Korea.

USA, Thailand, Jepang,
Singapura, New Zealand.

Manajemen sumber daya
informasi dan SDM

Advisor dan asistensi

Manajemen proyek TIK | USA, Finlandia,
Singapore, Kanada,
Korea, New Zealand.

Sharphing portofolio Swedia, Singapura.

Menyusun dan Kanada, New Zealand.

menyatukan visi misi

Kemudian irisan berikutnya adalah Regulasi Indonesia,
reguliasi adalah salah satu vaiabel yang mencirikan
kondisi Indonesia, berikut pada Tabel 2. beberapa
regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan GCIO.
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Tabel 2. Regulasi

Regulasi Pasal Kesimpulan
Perpres No.24 |Pasal 515- |Beberapa Tugas dan
Tahun 2010 534 Fungsi Kominfo dan
Tentang Tentang Kementrian PAN RB
Kedudukan, Kominfo telah mencakup
Tugas, dan dan Pasal beberapa peran GCIO,
Fungsi 611-626 seperti : Penyusun
Kementrian Tentang kebijakan,standar dan
Negara Serta Kemen regulasi TIK; Promoting
Susunan PAN RB e-Government;
Organisasi, Manajemen SDM,;
Tugas dan Monitoring
Fungsi Eselon I implementasi TIK;
Kementrian Koordinator; Advisor

Negara [21] dan asistensi
Pengembang TIK ;

Pengelola Informasi.

PP No.41 BABI, Beberapa tugas

Tahun 2007 BAB III, Sekretaris Daerah
Tentang dan BAB sebagai pemimpin
Organisasi v Sekretariat Daerah
Perangkat memenuhi peran GCIO,

Daerah [13] seperi : Penyusun
rencana strategis dan
koordinator dinas dan
lembaga teknis daerah;
Monitoring dan evaluasi;

Manajemen SDM.

Undang-undang | BAB I, Beberapa hak

No.32 Tahun BAB 111, Pemerintah Daerah yang
2004 Tentang |BABYV, berkaitan dengan GCIO :
Pemerintahan |BAB VII. |Menyelenggarakan

Daerah [22] usurasan pemerintahan
menurut prakarsa sendiri
sesuai dengan aspirasi
masyarakat; Mengelola
manajemen
SDM/aparatur;
Menyusun rencana kerja;
Mengkoordinasi dinas
dan Lembaga Teknis
Daerah.

Hasil ahirnya dari ketiga irisan tadi didapatkan Peran-

peran umum bagi GCIO Indonesia :

1. Penyusun kebijakan, standar dan regulasi TIK.

2. Promoting e-Government Memperioritaskan
perencanaan dan strategi e-Government, menyusun
kerangka legal dan sistem evaluasi, mempromosikan
desain dan operasional yang efektif efisien.

3. Koordinator Membantu identifikasi,
pengembangan, koordinasi proyek multi agensi
inisiatif inovatif, dan memimpin koordinator TIK
antar agensi, shareholder, dan stakeholder
pemerintah.

4. Perancang anggaran dan manajeman proyek TIK.
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5. Manajemen SDM perekrutan, pelatihan,
klasifikasi, dan  kebutuhan  pengembangan
profesional Sumber Daya Manusia bidang TIK

6. Advisor dan Asistensi pengembangan TIK.

7. Monitoring implementasi TIK dan evaluasi kinerja.

Model GCIO Indonesia

Untuk menjalankan tujuh peran GCIO tersebut dan
dengan berpegangan pada area kunci yang harus ada
pada kelembagaan e-Government yang efektif, yaitu :
Area strategi dan pembuat kebijakan; Area tatakelola
dan koordinasi; dan area fasilitasi implementasi e-
Government [20]. Kedudukan GCIO Indonesia perlu
dipecah menjadi beberapa jenjang level, hal ini didasari
oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
No.41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata
Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional,
Pada Bab III Panduan Umum Struktur dan Peran Tata
Kelola [13], menyebutkan Pembentukan CIO dan
Komite TIK di tiap institusi pemerintahan merupakan
prioritas, dimana puncak hierarki struktur tata kelola
terkait dengan kepemimpinan ini adalah CIO Nasional.
Sehingga jelas terlihat ada penjejangan CIO disini, yaitu
CIO Institusi masing-masing pemerintahan dan CIO
Nasional. Kemudian Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
[22] dan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007
Tentang Organisasi Perangkat Daerah [21], Pemerintah
Daerah memiliki kewenangan dan hak untuk mengatur
sendiri urusan pemerintahnya. Sehingga perlu ada
penjejangan GCIO Pemerintah pusat dan GCIO
Pemerintah Daerah. Model jenjang level GCIO
Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.

MODEL GCIO INDONESIA

PRESIDEN

CIO NASIONAL

CIO PEMERINTAH TIO PEMERINTAH
PUSAT DAERAH
- — «— — — — «— —

KEMENTRIAN DAN PEMPROV DAN
LEMBAGA KABUPATEN KOTA

Gambar 2. Model Unum GCIO Indonesia.

Opsi Model Kedudukan GCIO

a)  Opsi Model GCIO Nasional

Ada beberapa opsi dalam kedudukan CIO Nasional ini :
Opsi  Pertama CIO Nasional disetarakan dengan
Kementrian Koordinator; Opsi Kedua CIO Nasional
berada dibawah Kementerian Kominfo; Dan Opsi
Ketiga CIO Nasional dibentuk menjadi Badan
Independent sendiri yang bertanggung jawab langsung
kepada presiden. Kelebihan dan kekuarangan ketiga opsi
tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Opsi Kedudukan GCIO Nasional

Opsi Kelebihan Kekurangan
GCIO Setara |- Fungsi - Diperluan
Kementrian Koordinasi dan | Regulasi yang kuat
Koordinator kewenangan dan matang untuk

kuat. pembentukan dan
Pelaksanaan
Kewenangannya.
- Diperlukan
Reformasi
Birokrasi yang
hampir menyentuh
seluruh struktur
birokrasi
Pemerintahan
Indonesia.
- Diperlukan
alokasi dana yang
besar pada awal
pembentukan dan
beban anggaran
negara baru untuk
operasional.
GCIO berada |- Lima dari tujuh |- Fungsi
dibawah peran GCIO Koordinator
Kominfo Indonesia telah | Kurang maksimal
menjadi tugas karna kementrian
dan fungsi Kominfo bukanlah
Kominfo. Kementrian
Koordinator.
GCIO badan |- Tidak - Diperlukan
tersendiri diperlukan Regulasi yang kuat
Reformasi dalam
Birokrasi yang | pembentukan
menyeluruh. kelembagaan dan
pelaksanaan
- Lebih tugasnya.
Profesional dan |- Diperlukan
birokrasi yang | alokasi dana yang
singkat. besar pada masa

awal pembentukan
dan operasional
berikutnya.

Opsi Kedua didasari Peraturan Presiden No.24 Tahun
2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dn Fungsi Kementrian
Negara serta susunan organisasi, tugas dan Fungsi
Eselon I Kementrian Negara, Pasal 515-534 Tentang
Kementrian Komnikasi dan Informatika, dan Pasal 611-
626 Tentang Kementrian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, menyebutkan lima dari
tujuh peran GCIO Indonesia tercakup dalam Tugas dan
Fungsi Kementrian Komunikasi dan Informatika, dan
dua dari peran tercakup dalam tugas dan fungsi
Kementrian Pendayaganuaan Aparatur Negara dan
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Reformasi Negara [23], maka GCIO akan lebih tepat
berada  dibawah Kementrian Komunikasi  dan
Informatika. Opsi kedudukan GCIO Nasional, dapat
dilihat pada Gambar 3.

OPSI KEDUDUKAN GCIO NASIONAL

L

Lemabaga Non
Opsi | - Setara
Koordinator Kementrian Komunikasi
dan Informatika

Kementrian i Kementrian

([Em= [ conasiona. |
Opsi Il - Dibawah Opsi lll .
Kementrian Komunikasi | * Badan Tersendiri
dan Informatika

Gambar 3. Model Opsi Kedudukan GCIO Nasional

b)  Opsi Model GCIO Pada Pemerintah Pusat

Terdapat dua opsi model kedudukan GCIO Pemerintah
Pusat : Pertama opsi GCIO setara Staf Ahli; Kedua
GCIO setara Wakil Menteri. Seperti yang di ilustrasikan
oleh Gambar 4.

Perbandingan kelebihan dan kekurangan kedua Opsi ini
dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Opsi Kedudukan GCIO Pemerintah Pusat

Opsi Kelebihan Kekurangan
GCIO Setingkat |- Sebagian - Peran GCIO
Staf Ahli Kementrian telah | yang bersifat

memiliki staf ahli | strategis masih
yang memiliki perlu
tugas dan fungsi pertimbangan
yang berkaitan Menteri.
dengan Peran
GCIO.
- Implemtasi
mudah.
GCIO Setara - Pegambilan - Pengisian jabatan
Wakil Menteri | Keputusan Cepat. | berkaitan dengan
- Keputusan yang | unsur politis.

bersifat strategis
cepat terealisasi.

Best Practices yang dapat dirujuk untuk Opsi ini adalah
Kementrian Keuangan [24], dengan menunjuk Staf Ahli
Bidang Organisasi, Biokrasi dan Teknologi Informasi
sebagai GCIO dan Staf Khusus Bidang Teknologi
Informasi sebagai Wakil GCIO. Kewenangan yang
diberikan lebih banyak bersifat operasional seperti
koordinasi, namun kewenangan yang bersifat strategis
seperti perancangan rencana strategis dan standarisasi
TIK masih memerlukan jenjang birokrasi, dengan
mengajukan terlebih dahulu melalui Sekretaris Jenderal.
Beberapa kementrian lain juga telah memiliki staf ahli
yang megurus bidang TIK, namun belum diberikan
kewenangan dan dikukuhkan sebagai CIO.
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Opsi kedudukan GCIO Pemerintah Pusat dapat dilihat
pada Gambar 5.

OPSI KEDUDUKAN
GCIO PEMERINTAH PUSAT

MENTERI
[
[——

Opsi |
Setara Wakil Menteri

[ SEKJEN ] { IRJEN ] { STAF AHL!)

STAF AHLI
BIDANG

Opsill
Setara Staf Ahli

KEMENTRIAN DAN LEMBAGA

Gambar 5. Model Opsi Kedudukan GCIO Pemerintah
Pusat.

¢)  Opsi Model GCIO Pada Pemerintah Daerah

Posisi GCIO untuk Pemerintah Daerah yang tepat adalah
GCIO adalah Sekretaris Daerah atau setara Asisten
Sekretaris Daerah. Opsi ini didasari oleh Peraturan
Pemerintah No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah pada BAB III Pasal dua dan tiga [21
menjelaskan Sekretariat Daerah memenuhi beberapa
peran umum GCIO Indonesia.

Kemudian berdasar Undang-undang No.5 tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara, formasi yang memiliki
kewenangan yang relevan dengan peran GCIO adalah
Jabatan Pimpinan Tinggi. Dalam Pasal 1, 12, 19, 108
menyebutkan Jabatan Pimpinan Tinggi ditunjuk dengan

proses requitment dan mempunyai kewenangan
Memimpin dalam bidang manajemen, keahlian
profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan,

mengembangan kerja sama dengan instansi lain [25].
Sampai dengan berlakunya Peraturan Pelaksana dari
Undang-Undang ASN maka diberlakukan penyetaraan
Jabatan Eselon yang umum selama ini, dengan Jabatan
pada ASN, Jabatan Pimpinan Tinggi setara dengan
Eselon II sampai Eselon I, pada Pemerintah Daerah
Eselon I dan II adalah Sekretaris Daerah dan Asisten
Sekretaris Daerah. Perbandingan kelebihan dan
kekurangan kedua Opsi dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Opsi Kedudukan GCIO Pemerintah Daerah

Opsi Kelebihan Kekurangan
GCIO adalah |- Fungsi - Beban kerja
Sekretaris koordinator kuat. |Sekda bertambah,
Daerah berimbas pada

- Peran strategis | efektifitas.
dapat - Rentan isu
dimaksimalkan politis.
- Kurang
keahlian/pengetah

ISSN : 2302-3805

uan bidang TIK.
Kompetensi
pengisian jabatan
Sekda tidak
menyaratkan
keahlian bidang
TIK.
GCIO Setara |- Keahlian bidang |- Peran yang
Asisten Sekda | TIK kuat. bersifat strategis
- Peran yang masih
bersifat fungsional | memerlukan alur
dapat di birokrasi.
maksimalkan.

Model GCIO Pemerintah Daerah diilustrasikan pada
Gambar 6.

OPSI KEDUDUKAN
GCIO PEMERINTAH DAERAH

GUBERNUR/BUPATI/WA
LIKOTA

Badan/Kantor/Dinas/SKPD

Opsi | - Sekretaris Daerah

|
| |

((sstansexaa | [ aststan soraa |

GCIO PEMERINTAH DAERAH

Opsi Il - Setara Asisten
Sekda

Gambar 6. Opsi Kedudukan GCIO Pemerintah Daerah.

3. Kesimpulan

Untuk mendukung perkembangan e-Government di
Indonesia, pemerintah harus membenahi
kelembagaannya, menempatkan GCIO pada kedudukan
yang tepat dan kuat. Langkah awalnya adalah menyusun
standarisasi kedudukan GCIO dalam pemerintahan
Indonesia, hal ini diwujudkan dengan mengindentifikasi
peran-peran kunci GCIO bagi Indonesia, schingga
didapat tujuh peran umum GCIO Indonesia, peran ini
kemudian dituangkan ke dalam model kedudukan yang
tepat untuk menjalankan peran-peran tersebut. Model
kedudukan ini perlu dibuat berjenjangan level. Masing-
masing dari ketiga jenjang GCIO tersebut diberikan
beberapa  opsi  bentuk  kedudukanya,  dengan
perbandingan dari kelebihan dan kekurangan masing-
masing opsi, sehingga dapat menjadi pertimbangan,
rekomendasi, dan diacu dalam upaya memberikan
kewenangangan yang lebih kuat bagi GCIO dalam
melaksanakan perannya, sebagai salah satu solusi
memajukan  e-Government dari segi  dimensi
kelembagaan.
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